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Pengertian utang yang ada di dalam KUHP Perdata merupakan rujukan yang diimplementasikan kedalam
UU No.37 Tahun 2004 tentang K epailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait utang
yang sangat sederhana pembuktiannya yang diatur dalam UU Kepailitan tersebut, berimbas pada mudahnya
suatu entitas hukum dapat dimohonkan pailit di pengadilan niaga. Bahkan atas suatu penerbitan Purchasing
Order oleh distributor, yang tidak mendapatkan approval, hal tersebut dapat dikatakan sebagai utang dalam
UU Kepailitan, karenatidak adanya batas yang disebut dengan “ pembuktian utang sederhana’. Sedangkan,
didalam KUHPerdata pada pasal 1457 dan 1458, suatu jual beli dianggap telah terjadi ketika adanya
kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana antara pemenuhan
hak dan kewajiban berimbang.

Penelitian ini membahas mengenai dua purchasing order yang diterbitkan oleh PT Prima Jaya Informatika,
selaku distributor produk kartu primayang dikeluarkan oleh PT Telkomsel, yang tidak mendapatkan
approval dari PT Telkomsel, dimana akhirnya PT Prima Jaya I nformatika menganggap hal tersebut sebagai
utang. Atas dasar utang tersebutlah, dengan disertai kreditur lain, PT Prima Jaya I nformatika mengajukan
permohonan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat, dimana pada tahap ini PT Telkomsel diputus pailit,
namun PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam keputusannya
mencabut keadaan pailit PT Telkomsel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui utang yang seperti
apakah yang dapat digjukan permohonan pailit menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

...... Understanding of existing debt in the Civil Code is areference implemented into the Act 37 of 2004 on
Bankruptcy and Suspension of Payment. Debt related to a very simple proof set forth in the bankruptcy
laws, impact on the ease of an entity may be filed bankruptcy laws in the commercial court. In fact, on a
purchasing order issuance by the distributor, who did not get approval, it can be considered as debt in the
bankruptcy laws, the absence of limits called "proof of debt issimple”. Whereas, in the Civil Code Articles
1457 and 1458 at a purchase is deemed to have occurred when the agreement on the goods and the price has
been agreed previously, where the fulfillment of balanced rights and obligations.

This study discusses the two purchasing order issued by PT Prima Jaya Informatika, as the distributor of
"prima" card products issued by PT Telkomsel, which did not get approval from PT Telkomsel, which
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ultimately PT Prima Jaya Informatics regarded it as a debt. On the basis of that debt, along with other
creditors, PT Prima Jaya Informatikafiled a bankruptcy petition to the central Jakarta commercial court,
which at this stage PT Telkomsel disconnected bankruptcy, but PT Telkomsel filed an appeal in the
Supreme Court, in adecision to revoke the bankrupt state of PT Telkomsel. The purpose of this study was to
determine whether the debt as a bankruptcy petition may be filed in accordance with regul atory
requirements.



